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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc214206751]Latar Belakang
Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam konteks keterbukaan informasi, para pemangku kepentingan menuntut laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, serta menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara objektif. Laporan keuangan yang transparan membantu investor dalam menilai risiko dan potensi imbal hasil, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal.
Berdasarkan OECD Corporate Governance Factbook (2023), lebih dari 92% negara anggota OECD telah mewajibkan pengungkapan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara independen sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan. Laporan tersebut harus mencakup pernyataan manajemen atas tanggung jawab penyusunan laporan keuangan, opini auditor eksternal, serta laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tren menuju keterbukaan informasi semakin meningkat pasca adopsi standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards atau IFRS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 menegaskan kewajiban setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, laporan dewan komisaris, laporan direksi, serta laporan tata kelola perusahaan (GCG report). Selain itu, POJK No. 13/POJK.03/2020 juga memperkuat prinsip akuntabilitas dengan mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pengungkapan risiko operasional, likuiditas, dan kepatuhan.
Sebagai imbalan atas jasa auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, perusahaan membayar biaya audit kepada auditor, yang merupakan salah satu jenis biaya profesional.  Tujuan dari audit ini adalah untuk memberikan penilaian yang tidak bias mengenai seberapa wajar laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan akuntansi yang relevan.  Saat ini tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur jumlah honorarium atas audit, meskipun faktanya biaya audit adalah bagian penting dari hubungan profesional antara auditor dan bisnis yang diaudit.  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyatakan dalam prinsip-prinsip etikanya bahwa biaya audit dapat sangat bervariasi jumlahnya.  Dalam praktiknya, penetapan biaya audit masih sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada hasil negosiasi antara auditor dan klien (Surya et al., 2021).
Besar kecilnya biaya audit tidak hanya bergantung pada tarif jasa auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai determinan, seperti tingkat risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP, jenis industri, audit delay, dan komite audit (Sanusi Anwar Muhammad, 2017). Semakin tinggi risiko kesalahan material atau semakin kompleks aktivitas bisnis perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pekerjaan audit yang dibutuhkan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya audit. Oleh karena itu, analisis terhadap determinan biaya audit tidak hanya penting dalam memahami struktur biaya perusahaan, tetapi juga dalam menilai integritas proses pelaporan keuangan secara keseluruhan.
Salah satu contoh kasus yang menyoroti isu terkait biaya audit terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang memperoleh honorarium sejumlah Rp 4,992 Miliar atas jasa audit laporan keuangan tahun 2018. Namun, besarnya imbalan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualitas audit yang diberikan. Hal ini terbukti dari ditemukannya sejumlah pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang mengindikasikan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak memenuhi standar profesional yang berlaku. Adapun standar yang dilanggar antara lain adalah Standar Audit (SA) 315, yang mengatur keharusan dari seorang auditor untuk menemukan dan menilai suatu risiko salah saji material menggunakan pemahaman yang cukup terhadap suatu perusahaan dan lingkungannya. Selain itu, pelanggaran juga ditemukan terhadap SA 500, yang mengatur mengenai kecukupan dan relevansi bukti audit sebagai dasar opini auditor, serta SA 560, yang berkaitan dengan pertimbangan auditor terhadap peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang dapat mempengaruhi laporan audit. Kasus ini mencerminkan bahwa tingginya biaya audit tidak selalu menjamin kualitas audit yang memadai, serta menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan auditor terhadap standar yang berlaku.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran dari biaya audit. Pertama, Koneksi politik. Indikator dari koneksi politik dapat dilihat dari bagaimana perusahaan memiliki hubungan formal maupun informal antara pemilik, manajemen, atau anggota dewan komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah, birokrat, atau tokoh partai politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (Preuss et al., 2021). 
Transaksi dengan pihak berelasi menjadi faktor kedua yang turut berpengaruh pada biaya audit. Transaksi dengan pihak berelasi didefinisikan sebagai suatu pertukaran ekonomi antara bisnis dan orang atau organisasi lain yang memiliki hubungan Istimewa dengan bisnis tersebut. Manajemen, anggota dewan, pemegang saham mayoritas, dan bisnis yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian adalah contoh pihak-pihak dengan relasi. Transaksi pihak berelasi mencakup berbagai operasi komersial, termasuk pembelian dan penjualan aset, jaminan pinjaman, dan pertukaran aset dengan penilaian atau atribut yang berbeda (Erasandi, 2020). 
Ukuran perusahaan adalah faktor ketiga yang turut berpengaruh pada biaya audit. Ukuran perusahaan klien dalam proses audit menggambarkan seberapa besar atau kecilnya entitas yang diaudit, yang dapat dilihat dari informasi yang tersaji dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan (Yulianti et al., 2019). Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala tertentu, seperti jumlah total aset, nilai log size, nilai pasar saham, dan indikator lainnya. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan ukurannya, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.
Menurut temuan studi oleh Tat (2020), biaya audit dipengaruhi secara signifikan oleh hubungan politik. Pada dasarnya, ini berarti bahwa bisnis yang memiliki hubungan politik biasanya membayar lebih mahal untuk audit dibandingkan bisnis yang tidak memiliki hubungan politik. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa bisnis yang memiliki pengaruh politik cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Karena meningkatnya jumlah risiko, auditor biasanya melakukan metode pemeriksaan yang lebih menyeluruh untuk bisnis-bisnis ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya biaya audit. Di sisi lain, penelitian Vallensia (2020) mengungkapkan temuan yang kontradiktif, yaitu koneksi politik memiliki dampak negatif terhadap biaya audit.
Selain itu, studi oleh Erasandi (2020) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya audit. Bisnis yang bertransaksi dengan pihak berelasi memiliki risiko mengalami kerugian akibat tindakan oportunistik manajemen. Peningkatan intensitas audit ini berdampak pada besarnya biaya audit yang harus dikeluarkan perusahaan. Akibatnya, bisnis yang terlibat dalam transaksi pihak berelasi biasanya dianggap lebih berisiko daripada bisnis yang tidak melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi auditor untuk mengevaluasi keaslian dan kewajaran transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi, sehingga memerlukan penggunaan metode audit yang lebih rumit dan komprehensif. Akibatnya, perusahaan membayar biaya audit yang lebih besar sebagai akibat dari peningkatan ruang lingkup dan intensitas audit. Di sisi lain, penelitian oleh Elistratova (2023) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi justru mengurangi biaya audit.
Penelitian oleh Sibuea (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem pelaporan yang kompleks dan risiko audit yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam dan waktu audit yang lebih panjang. 
Berdasarkan kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya serta adanya keberagaman hasil temuan pada beberapa penelitian, peneliti bermaksud untuk melakukan pengujian ulang terhadap variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan yang lebih konsisten dan akurat. Peneliti memilih sektor property dan real estate karena mengingat sektor ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari industri lain. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor properti (real estat) menyumbang Rp520,7 triliun terhadap PDB Indonesia pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 2,5%. Kontribusi ini setara dengan 2,35% dari total PDB nasional tahun 2024, yang mencapai Rp22.139,0 triliun. Data ini menunjukkan sektor properti masih menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Meskipun sektor ini sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk fluktuasi suku bunga, perubahan regulasi, dan pergeseran permintaan konsumen. Selain itu, industri ini sangat bergantung pada investasi modal besar dan pembiayaan jangka panjang, yang menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Risiko di sektor ini juga relatif tinggi, termasuk risiko likuiditas, volatilitas nilai aset, dan ketidakpastian pasar.
Merujuk pada penjabaran latar belakang serta fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menetapkan fokus kajian dengan judul: “Pengaruh Koneksi Politik, Transaksi Pihak Berelasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Audit Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024”. 
[bookmark: _Toc214206752]Rumusan Masalah
Besaran biaya audit dapat bervariasi secara signifikan, Dalam praktiknya, penetapan biaya audit sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada hasil negosiasi antara auditor dan klien. Dalam konteks ini, tiga faktor utama yang diduga memengaruhi tingginya biaya audit yang pertama adalah Koneksi politik, Perusahaan yang memiliki hubungan politik dinilai memiliki tingkat risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan audit yang lebih ekstensif. Faktor kedua adalah transaksi dengan pihak berelasi, Perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan pihak berelasi berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen. Akibatnya, intensitas audit yang lebih tinggi ini berimplikasi pada meningkatnya biaya audit yang harus ditanggung oleh perusahaan. Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki sistem pelaporan yang kompleks dan risiko audit yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam dan waktu audit yang lebih Panjang.
Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit?
2. Apakah transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit?
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit
2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi dengan pihak berelasi terhadap biaya audit
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit
[bookmark: _Toc214206754]Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:
1) Manfaat Teoritis
Dengan menawarkan data empiris terbaru mengenai dampak afiliasi politik, transaksi dengan pihak berelasi, dan ukuran perusahaan terhadap biaya audit, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi, khususnya di bidang audit. Penelitian di masa depan yang ingin menguji kembali hubungan antara biaya audit dan struktur tata kelola perusahaan dalam lingkungan bisnis yang sebanding juga dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai acuan.
2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi auditor eksternal dalam mempertimbangkan faktor risiko yang relevan dalam proses perencanaan audit serta dalam menentukan besar kecilnya honorarium audit secara proporsional. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dampak dari keterlibatan dalam koneksi politik, transaksi dengan pihak berelasi, dan ukuran perusahaan terhadap beban biaya audit yang ditanggung perusahaan.
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TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc214206756]Landasan Teori
[bookmark: _Toc214206757]Teori Keagenan (Agency theory)
Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Teori ini pada dasarnya menjelaskan konflik kepentingan yang dapat terjadi ketika manajer, yang bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan, bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka (Jensen & Meckling, 2019).  Biaya keagenan, termasuk biaya ikatan, pengawasan, dan kerugian residual, dapat muncul sebagai akibat dari konflik tersebut.(Jensen & Meckling, 2019). Konflik tersebut dapat memicu munculnya biaya agensi, yang meliputi biaya monitoring, bonding, dan residual loss.
Konflik keagenan terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Prinsipal cenderung menginginkan keuntungan maksimal dengan biaya minimal, sedangkan agen mungkin mengejar kepentingan pribadi, seperti bonus atau insentif lainnya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konflik ini, maka akan muncul biaya monitoring yang diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satu bentuk dari biaya monitoring adalah dengan audit eksternal, guna memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajer sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Teori keagenan berpendapat bahwa semakin besar potensi konflik antara pemilik dan manajer, semakin besar pula kebutuhan untuk mekanisme pengawasan yang ketat melalui audit eksternal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa biaya audit berkorelasi positif dengan risiko agensi, terutama dalam situasi di mana terdapat koneksi politik atau dualitas jabatan seperti CEO yang juga menjabat sebagai direktur utama (Touski, 2025). 
Selain itu, transaksi yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak yang memiliki afiliasi kepemilikan atau kendali, cenderung menimbulkan kompleksitas dan potensi manipulasi laporan keuangan. Auditor memerlukan waktu dan prosedur tambahan untuk menguji kewajaran transaksi tersebut (Deegan et al., 2017).
Ukuran perusahaan juga dapat menentukan sejauh mana kompleksitas dan ruang lingkup proses audit yang perlu dilakukan auditor. Semakin besar total aset, volume penjualan, serta nilai kapitalisasi pasar suatu perusahaan, semakin tinggi pula risiko audit yang akan timbul. Kondisi ini terjadi karena perusahaan berskala besar umumnya memiliki aktivitas dan jumlah transaksi yang jauh lebih banyak, sehingga memerlukan waktu dan upaya audit yang lebih panjang untuk memastikan seluruh laporan keuangannya terverifikasi dengan tepat (Cristansy et al., 2018).
Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa koneksi politik, transaksi dengan pihak berelasi, dan ukuran perusahaan dapat meningkatkan risiko agensi, sehingga auditor harus bekerja lebih keras dalam melakukan pemeriksaan, Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan biaya audit yang harus ditanggung perusahaan (Njoku et al., 2025).
[bookmark: _Toc214206758]Biaya Audit
Biaya audit adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Tujuan utama dari audit eksternal adalah untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan transparansi informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, dan regulator (Salehi, 2020). Biaya audit ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas prosedur audit, tetapi juga memperhitungkan tingkat risiko yang harus ditanggung oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.
Faktor-faktor yang memengaruhi besaran biaya audit meliputi ukuran perusahaan, kompleksitas operasi bisnis, struktur kepemilikan, kondisi industri, dan tingkat risiko keuangan. Perusahaan yang lebih besar atau memiliki struktur operasi yang rumit biasanya membutuhkan audit yang lebih mendalam dan terperinci, yang pada akhirnya meningkatkan biaya audit. Selain itu, risiko bisnis yang tinggi, seperti fluktuasi pendapatan, tingkat utang yang besar, atau adanya masalah tata kelola, juga akan meningkatkan biaya audit karena auditor perlu melakukan lebih banyak prosedur untuk mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan.
Biaya audit juga dipengaruhi oleh reputasi dan pengalaman auditor. Auditor dari firma besar atau yang termasuk dalam "Big Four" seperti Deloitte, PwC, EY, dan KPMG cenderung mengenakan biaya lebih tinggi karena dianggap memiliki keahlian, sumber daya, dan jaringan global yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan di mata investor dan kreditur. Selain itu, perusahaan dengan koneksi politik atau hubungan bisnis internasional mungkin juga menghadapi biaya audit yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi internasional dan peraturan lokal.
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Koneksi politik merupakan fenomena yang cukup dominan dan kompleks dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia, terutama dalam lingkungan bisnis yang masih dipengaruhi oleh struktur institusional yang lemah dan tingginya ketergantungan pada otoritas negara. Koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan formal maupun informal antara pemilik, manajemen, atau anggota dewan komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah, birokrat, atau tokoh partai politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan public (Preuss et al., 2021). Hubungan ini dapat terwujud melalui afiliasi langsung, seperti penunjukan pejabat aktif sebagai komisaris, ataupun melalui ikatan kekerabatan, hubungan bisnis, dan afiliasi partai. Koneksi politik sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti akses terhadap proyek-proyek pemerintah, perizinan yang dipermudah, perlindungan dari regulasi yang merugikan, serta pengurangan beban pajak dan biaya kepatuhan lainnya.
Namun di sisi lain, perusahaan yang memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan aktor politik cenderung menunjukkan tingkat transparansi yang lebih rendah dalam pelaporan keuangan (Nurjanah et al., 2019). Kondisi ini berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, meningkatkan kemungkinan terjadinya penyajian informasi yang menyesatkan atau bahkan kesalahan material. Ketidakterbukaan informasi tersebut menyulitkan auditor dalam memperoleh bukti audit yang memadai dan andal, serta meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam proses audit. Keberadaan koneksi politik dipandang sebagai faktor risiko audit yang signifikan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk meningkatkan prosedur audit, memperluas cakupan pemeriksaan, dan menerapkan teknik audit yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi potensi salah saji yang tersembunyi. Peningkatan upaya audit ini secara langsung berdampak pada penambahan waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Sebagai konsekuensinya, biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan dengan koneksi politik umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki afiliasi politik. 
[bookmark: _Toc214206760]Transaksi Dengan Pihak Berelasi
Transaksi dengan pihak berelasi adalah interaksi ekonomi antara perusahaan dan individu atau entitas lain yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Pihak-pihak ini dapat mencakup manajemen, anggota dewan direksi, pemegang saham mayoritas, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau pengendalian. Bentuk transaksi pihak berelasi mencakup berbagai aktivitas bisnis, seperti penjualan dan pembelian aset, pemberian jaminan atas pinjaman, serta pertukaran aset yang mungkin memiliki nilai atau karakteristik yang berbeda (Erasandi, 2020). Transaksi antara pihak berelasi memiliki dua dampak yang berlawanan, yaitu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan (abusive related party transaction) maupun memberikan keuntungan melalui efisiensi yang tercipta (efficient related party transaction) (Utama, 2015). Transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan kerugian apabila dimanfaatkan oleh manajer untuk kepentingan pribadi melalui tindakan oportunistik yang menyebabkan pengalihan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan (expropriation of firm’s resources). Hal ini mencerminkan terjadinya konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, di mana manajer bertindak tidak selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan (Helena et al., 2018). Sebaliknya, transaksi tersebut dikatakan menguntungkan karena jika dipandang secara rasional dari segi ekonomi, biaya yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi rendah. Transaksi dengan pihak berelasi dikatakan efisien apabila mampu menciptakan nilai tambah yang merata, baik bagi pemegang saham pengendali maupun bagi pemegang saham non-pengendali.
Salah satu contoh signifikan terjadinya praktik transfer pricing terungkap dalam proses pemeriksaan pajak terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN). Hasil temuan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya anomali yang mencolok dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Pada tahun 2003, PT TMMIN melaporkan penurunan laba kotor sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada saat yang sama volume penjualan atau omset bruto justru meningkat hingga 40 persen. Ketidaksesuaian antara peningkatan penjualan dan penurunan laba ini menimbulkan dugaan kuat terjadinya praktik pengalihan laba (profit shifting) ke entitas afiliasi di luar negeri dengan beban pajak yang lebih rendah. Kejanggalan ini muncul tidak lama setelah dilakukannya restrukturisasi kepemilikan saham secara besar-besaran oleh induk perusahaan, yakni PT Astra International Tbk, yang saat itu menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di PT TMMIN kepada Toyota Corporation Jepang sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban utang.
[bookmark: _Toc214206761]Ukuran Perusahaan
Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan perbandingan antara besar dan kecilnya suatu objek atau entitas. Sementara itu, perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi yang dibangun oleh individu, kelompok, maupun lembaga tertentu dengan tujuan menjalankan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menilai dan mengelompokkan besarnya skala suatu entitas bisnis. Pengukuran ini biasanya didasarkan pada berbagai parameter seperti total aset yang dimiliki, nilai log size, harga pasar saham, serta ukuran finansial lainnya. Secara umum, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Putri et al., 2022). 
Berdasarkan Keputusan Bapepam No. 9 Tahun 1995, pengelompokan perusahaan menurut ukurannya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:
1) Perusahaan menengah atau kecil, yaitu badan hukum yang berdiri di Indonesia dan memiliki total aset melebihi Rp20 miliar. Perusahaan dalam kategori ini bukan merupakan afiliasi atau berada di bawah kendali perusahaan lain yang berstatus non-menengah atau non-kecil, serta tidak termasuk dalam kategori reksa dana. 
2) Perusahaan menengah atau besar, yakni entitas usaha yang memiliki kriteria kekayaan bersih maupun penjualan tahunan dalam jumlah tertentu. Kategori ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi, baik yang dijalankan oleh perusahaan nasional milik negara maupun swasta maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.
Ukuran perusahaan dipandang berperan dalam memengaruhi nilai suatu entitas, karena semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula kemampuannya untuk memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan operasional dan strategisnya. Namun demikian, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada meningkatnya jumlah kewajiban atau utang perusahaan, meskipun tingkat risiko gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya relatif lebih kecil pada perusahaan dengan ukuran besar (Salsabila et al.,  2022).
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Terkait Variabel Penelitian
	No.
	Peneliti
	Variabel
	Alat Analisis
	Hasil

	1.
	[bookmark: _Hlk200573759]Robertus Nakacama Erik Tat, Dewi Murdiawati (2020)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: koneksi politik perusahaan, keberadaan dewan komisaris independen, kompleksitas perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan profitabilitas
	Analisis regresi linear berganda
	Koneksi politik perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap audit fee. Sedangkan, keberadaan dewan komisaris independen dan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit fee.

	2.
	Felice Degiardini Vallensia (2020)
	Variabel dependen: Kualitas audit

Variabel independen:
Dewan komisaris independent, kompleksitas korporasi, koneksi politik, ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan

Variabel Mediasi: Biaya audit
	WarpPLS 7.0 analysis tool
	Dewan komisaris independent dan kompleksitas korporasi tidak berpengaruh terhadap biaya audit, koneksi politik dan risiko perusahaan berpengaruh negative terhadap biaya audit, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit, biaya audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan biaya audit bisa secara parsial memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan biaya audit.


	3.
	Senato Erasandi (2020)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Transaksi pihak berelasi
	Analisis Regresi Berganda
	Transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya audit.

	4.
	Marina Elistratovaa, Carolina Bona Sáncheza, dan Jerónimo Pérez Alemána (2023)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Transaksi denagn pihak berelasi
	Analisis Regresi Berganda
	Transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap biaya audit.


	5.
	Tantri Avita Ervianti dan Supatmi (2023)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Transaksi dengan pihak berelasi
	Regresi data panel
	Transaksi pihak berelasi menyebabkan peningkatan biaya audit secara signifikan pada perusahaan manufaktur di Indonesia.


	6.
	Fitri Nurjanah, Erina Sudaryati (2019)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Koneksi politik dan efektifitas komite audit
	Regresi linear
	Koneksi politik dan efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit.

	7.
	Lidya Utamaningsi (2019)
	Variabel: Koneksi politik, seleksi auditor, biaya audit, dan audit delay.

	Review literatur
	Perusahaan yang terkoneksi politik memilih KAP Big 4 dan perusahaan yang terkoneksi politik membayar biaya audit lebih besar.

	8.
	Fortuna Oktavia Perwita dan Iman Harymawan (2022)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Transaksi dengan pihak berelasi

	Ordinary Least Square Regression
	Transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif terhadap biaya audit

	9.
	Rahmaddian Primasari dan Sudarno (2013)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Koneksi politik dan good corporate governance
	Regresi linear berganda
	Koneksi politik dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap biaya audit

	10.
	Arifur Khan Dessalegn, Getie Mihret, Mohammad Badrul Muttakin (2016)
	Variabel dependen: Biaya agensi

Variabel independen: Koneksi politik

Variabel moderasi: Kualitas audit

	Ordinary Least Square Regression
	Perusahaan yang memiliki keterkaitan politik cenderung menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi serupa.











	11.
	Kezia SIBUEA dan Rizka Indri ARFIANTI (2021)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Kualitas audit, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan risiko perusahaan

	Regresi linear berganda
	Kualitas audit, ukuran perusahaan, serta tingkat kompleksitas operasional perusahaan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap besarnya biaya audit. Sebaliknya, faktor risiko perusahaan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang berarti terhadap penentuan biaya audit yang harus dikeluarkan.







	12.
	Pra Dhita Fisabilillah, Rahmasari Fahria, dan Praptiningsih (2020)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: 
Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien 
	Regresi linear berganda
	Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap besarnya biaya audit, risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit fee, sedangkan profitabilitas klien terbukti memberikan pengaruh positif terhadap penetapan biaya audit


	13.
	Sri Wulandari dan Putri Nurmala (2019)
	Variabel dependen: Biaya audit

Variabel independen: Ukuran perusahaan, intensitas rapat komite audit, dan ukuran komite audit

	Regresi linear berganda
	ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya audit. Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap audit. Sementara itu, intensitas rapat Komite Audit tidak memengaruhi biaya audit.











[bookmark: _Toc214206763]Kerangka Konsep
Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
[image: ]
Gambar 2.1. Kerangka Konsep
[bookmark: _Toc214206764]Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc214206765]Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Biaya Audit
Keterkaitan antara koneksi politik dan berbagai aspek kehidupan seperti aktivitas bisnis, interaksi sosial, serta dinamika ekonomi sangatlah erat. Suatu institusi yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik dapat dikategorikan sebagai entitas yang memiliki afiliasi politik atau menjalin hubungan strategis dengan pemerintah (Yuniarti et al., 2021). Bagi perusahaan, relasi politik dianggap sebagai aset berharga karena mampu menunjang kelancaran operasional bisnis. Menurut Fajri (2019), koneksi politik merupakan bentuk hubungan atau jaringan yang dibangun untuk mempermudah pencapaian kepentingan tertentu. Meskipun berpotensi memberikan manfaat, seperti kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan, perluasan pasar, dan penghindaran beban pajak, koneksi politik juga dapat membawa risiko tertentu. Hubungan eksklusif antara perusahaan dan pemerintah kerap menimbulkan kecurigaan terhadap praktik-praktik nepotisme (Tat et al., 2020).
Setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam membangun jaringan koneksi pribadi. Berdasarkan perspektif teori agensi, koneksi politik dimata prinsipal dianggap sebagai suatu hal yang kurang disukai dikarenakan perusahaan yang berkoneksi politik cenderung memiliki transparansi laporan keuangan yang buruk. Hal tersebut akan menyebabkan tingginya biaya monitoring berupa biaya audit eksternal dikarenakan timbulnya konflik keagenan yang akan menambah risiko audit. Perusahaan cenderung bersedia membayar kompensasi lebih besar kepada auditor eksternal sebagai bentuk pengelolaan terhadap risiko audit yang relatif tinggi. Auditor eksternal biasanya memandang entitas yang memiliki hubungan politik sebagai subjek yang berpotensi lebih besar melakukan kecurangan. Pandangan ini muncul karena perusahaan dengan afiliasi politik sering kali menunjukkan tingkat transparansi pelaporan keuangan yang rendah. Kondisi ini mendorong auditor untuk melakukan prosedur audit tambahan guna meminimalkan risiko kesalahan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan biaya audit. Semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar pula upaya auditor dalam memperoleh bukti audit yang memadai. 
[bookmark: _Hlk200573902][bookmark: _Hlk200574468]Penelitian oleh Tat (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit, begitu pula penelitian oleh Nurjanah (2019) juga menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif  terhadap biaya audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:
H1	: Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit
[bookmark: _Toc214206766]Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Biaya Audit
Transaksi dengan pihak berelasi sering kali dijadikan sebagai indikator awal red flag yang menunjukkan potensi peningkatan risiko dalam audit, sehingga auditor perlu melakukan prosedur pemeriksaan yang lebih intensif untuk menghasilkan opini yang andal (Kohlbeck et al., 2017). Namun, pengungkapan transaksi semacam ini tidaklah mudah dilakukan karena berbagai kendala. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi tersebut secara akurat, ditambah dengan fakta bahwa seluruh dokumen audit biasanya bersumber langsung dari perusahaan, yang menghambat independensi proses audit. Selain itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan belum tentu mampu mendeteksi keberadaan transaksi pihak berelasi secara efektif (Perwita et al., 2021). 
[bookmark: _Hlk213932239]Dalam transaksi pihak berelasi, masalah keagenan terjadi antara manajemen, yang menjadi perwakilan dari pemegang saham pengendali, dengan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dan merugikan pemegang saham minoritas. Transaksi hubungan istimewa sering menyebabkan adanya permasalahan internal (Pengendali dan Non Pengendali) dikarenakan adanya unsur konflik kepentingan. Suatu perusahaan dapat menimalisirkan konflik tersebut dengan melalui mekanisme pengawasan eksternal. Risiko-risiko yang melekat pada transaksi tersebut mendorong auditor untuk meningkatkan intensitas dan cakupan audit guna memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan. Akibatnya, upaya audit yang lebih besar ini berdampak pada meningkatnya biaya audit yang dikenakan kepada perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:
H2 	: Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit
[bookmark: _Toc214206767]Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Audit
Ukuran perusahaan menggambarkan sejauh mana skala aktivitas dan kapasitas operasional yang dimiliki suatu entitas bisnis. Aspek ini mencerminkan tingkat sumber daya, volume kegiatan, serta kompleksitas operasional perusahaan. Bagi auditor, informasi mengenai ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan pertimbangan profesional saat memberikan jasa audit, karena besar kecilnya perusahaan dapat memengaruhi tingkat risiko, ruang lingkup pemeriksaan, dan jumlah sumber daya audit yang diperlukan (Rukmana et al., 2017). 
Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat dibandingkan perusahaan berskala kecil, terutama dalam hal memperoleh sumber pendanaan atau modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki, semakin tinggi pula kapasitas perusahaan dalam membayar biaya audit yang dibebankan oleh auditor (Cristanty et al., 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:
H3 	: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit
	Berdasarkan uraian hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian pada gambar 2.2 sebagai berikut:
[image: ]
Gambar 2.2. Model Penelitian
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METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc214206769]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc214206770]Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya audit, Biaya audit adalah biaya yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Biaya ini dipengaruhi oleh kompleksitas audit, risiko perusahaan, dan kualitas tata kelola perusahaan (Salehi, 2020).
Audit fee diukur sebagai total biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan selama satu tahun fiskal, yang sering dinyatakan sebagai persentase dari total aset perusahaan atau sebagai logaritma natural dari total biaya audit untuk mengurangi heteroskedastisitas. Data diambil dari pengungkapan biaya audit eksternal pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di BEI.
[bookmark: _Toc214206771]Variabel Independen
Koneksi Politik
Seorang tokoh politik biasanya adalah individu yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pusat atau terlibat aktif dalam partai politik. Dengan demikian, koneksi politik dapat didefinisikan sebagai tingkat kedekatan atau hubungan bisnis antara perusahaan dan pemerintah (Hendi et al., 2017). Salah satu indikator adanya koneksi politik adalah ketika perusahaan memiliki kepemilikan langsung atau pengaruh signifikan dari pemerintah. Variabel koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilainya 1 jika perusahaan terkoneksi politik dan 0 jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik. 
Menurut Yuniarti (2021), perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik jika memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut:
1) Memiliki pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% yang saat ini atau sebelumnya menjabat sebagai anggota parlemen, anggota militer, menteri, kepala daerah, atau pernah memiliki peran serupa.
2) Memiliki setidaknya satu direktur yang merangkap sebagai politisi dengan afiliasi partai politik, atau yang saat ini atau sebelumnya menjabat sebagai anggota pemerintahan, militer, menteri, atau kepala daerah.
3) Setidaknya satu anggota dewan komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai politisi dengan keterkaitan partai politik, atau yang pernah menjabat dalam posisi pemerintahan, militer, menteri, atau kepala daerah.
4) Salah satu anggota dewan direksi atau komisaris pernah memegang posisi sebagai menteri, kepala daerah, atau perwira militer.
Transaksi Pihak Berelasi
Dalam PSAK No. 7 (revisi 2014) dijelaskan bahwa pihak-pihak dapat dikategorikan memiliki hubungan istimewa apabila salah s atu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan-keputusan keuangan dan operasional. Transaksi yang melibatkan pihak berelasi dapat berbentuk berbagai aktivitas, seperti pembelian, penjualan, pemberian pinjaman, maupun penerimaan pinjaman (Bryan et al., 2018). Dalam penelitian ini, variabel transaksi pihak berelasi diukur melalui total nilai pinjaman antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Jumlah tersebut kemudian dikonversi menggunakan logaritma natural dari nilai gabungan transaksi utang dan piutang antara pihak-pihak berelasi. Teknik pengukuran ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh (Evan, 2017) sebagai berikut:
R𝑃𝑇 = (𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 / Total Piutang) x 100%
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat besar kecilnya suatu entitas bisnis dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Aspek ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi besarnya biaya audit, karena perusahaan berskala besar dengan total aset yang tinggi menuntut proses pemeriksaan yang lebih kompleks. Auditor perlu menginvestasikan waktu yang lebih lama serta melibatkan lebih banyak tenaga dan sumber daya untuk memastikan seluruh laporan keuangan terverifikasi dengan baik. Kompleksitas dan beban kerja yang meningkat tersebut pada akhirnya berdampak pada penentuan biaya audit yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan seperti yang digunakan dalam penelitian oleh Huri (2019).
LnUP = Logaritma natural total asset
[bookmark: _Toc214206772]Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2021-2024.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini meliputi:
1. Perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2024.
2. Perusahaan properti dan real estate yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan keuangan selama tahun 2021-2024.
3. Perusahaan yang memiliki data yang diperlukan terkait dengan pengukuran variabel.
  Tabel 3.1. Penyaringan Sampel Metode Purposive Sampling
	No
	Keterangan
	Jumlah

	1
	Perusahaan properti dan real estate yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2024.
	92

	2
	Perusahaan properti dan real estate yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan keuangan selama tahun 2021-2024
	(31)

	3
	Perusahaan yang tidak memiliki informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pengukuran variabel selama periode pengamatan
	(42)

	Jumlah Sampel
	19

	Total Sampel Data Penelitian (19 x 4 tahun)
	76


[bookmark: _Toc214206773]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia dan terdokumentasi secara formal. Data sekunder dipilih karena lebih praktis, ekonomis, dan memungkinkan analisis longitudinal untuk melihat pola hubungan antar variabel dari waktu ke waktu. Data ini juga lebih mudah diakses dan diolah dibandingkan data primer, terutama untuk penelitian yang berfokus pada aspek keuangan dan tata kelola perusahaan.
[bookmark: _Toc214206774]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis atau tercetak sebagai sumber informasi utama. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, profil perusahaan, dan struktur kepemilikan yang tersedia di website BEI.
[bookmark: _Toc214206775]Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc214206776]Analisis Statistik Deskriptif
Untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, termasuk distribusi frekuensi, rata-rata (mean), median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel penelitian.
0. [bookmark: _Toc214206777]Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan model regresi linear berganda. Uji ini penting untuk menghindari bias dalam hasil penelitian dan memastikan hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan benar.
Uji Normalitas
Memastikan distribusi residual berdistribusi normal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana nilai p > 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (Hair et al., 2019).
Uji Multikolinieritas
Memastikan tidak ada hubungan linier yang kuat antara variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak stabil dan hasilnya sulit diinterpretasi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka tidak ada masalah multikolinearitas (Field, 2024).
Uji Autokorelasi
Memastikan residual tidak berkorelasi secara sistematis. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias. Uji ini dapat dilakukan dengan Durbin-Watson test, di mana nilai DW di antara 1,5 - 2,5 menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Damodar, 2021).
Uji Heteroskedastisitas
Memastikan bahwa varians residual adalah konstan. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil uji statistik menjadi tidak akurat. Uji ini biasanya dilakukan dengan uji Glejser atau Breusch-Pagan. Jika nilai p > 0,05, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Wooldridge et al., 2020).
[bookmark: _Toc214206778]Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk memperoleh persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2021). Metode ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel koneksi politik (X1), transaksi pihak berelasi (X2), dan ukuran perusahaan (X3) terhadap biaya audit (Y). Model regresi linear berganda diformulasikan dengan persamaan sebagai berikut: 
Y = β0​ + β1​X1 ​+ β2​X2 ​+ β3​X3 + ε 
Keterangan:
Y = Biaya Audit (AUDIT_FEE)
β₀ = Konstanta (intersep)
X₁ = Koneksi Politik (KP)
X₂ = Transaksi Pihak Berelasi (RPT)
X3 = Ukuran Perusahaan (LnUP)
ε = Error term (residual)
[bookmark: _Toc214206779]Pengujian Hipotesis
Uji Signifikan t
Untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini mengukur apakah koefisien regresi masing-masing variabel independen berbeda secara signifikan dari nol. Hipotesis uji t adalah H0 (tidak ada pengaruh yang signifikan) dan H1 (ada pengaruh yang signifikan). Nilai t-statistik yang signifikan (p < 0,05) menunjukkan bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Koefisien Determinasi
Untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan moderasi. Semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik model dalam menjelaskan variasi dalam data. Namun, untuk memastikan hasil yang lebih akurat, juga digunakan nilai Adjusted R-squared yang memperhitungkan jumlah variabel dalam model.
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